
BAB II 

TINJAUAN UMUM 

TENTANG PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administratif tidak dapat 

terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan 

pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau  mengawasi dan yang diawasi 

adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula 

yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang 

harus melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan 

yang diharapkan. 

Pengawas adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan 

yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif 

serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu. 

Pengawasan lingkungan sebagai alat pengelolaan lingkungan 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan 

eksploitasi sumber daya alam untuk yang berbeda diselaraskan dengan 

kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup. 

Dikaitkan dengan otonomi daerah, pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut 



dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup 

Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan 

penanggungan jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan Hidup. 

Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk 

mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin 

lingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pengwasan lingkungan hidup merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai 

negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan 

hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau 

daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat 

ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup 

termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam 

perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL). 



Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai 

pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup yang  dilakukan oleh 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pengawas dan Pembinaan tersebut 

dilakukan agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mematuhi 

peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Kewenangan 

dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut dapat didelegasikan 

kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup 

Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan 

lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (Irreversible). Oleh sebab itu, 

pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan 

daripada pemulihan. Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi 

preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak 

memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan. 

Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang 

bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. 

2. Bentuk-bentuk Pengawasan 

Beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, 

yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang 

melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontroldapatlah 

dibedakan kontrol ekstern dan intern: 



a. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang 

secara organistoris/ struktual masih termasuk dalam lingkungan 

pemerintahan sendiri. 

b. kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga 

yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah. 

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. 

a. Kontrol a-priori terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum 

dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah  

b. kontrol a-posteriori terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah 

dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol 

dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol 

dari segi hukum (rechtmatigheid) dan kontrol dari segi kemanfaatan 

(doelmatigheid). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai 

segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) 

yaitu, segi rechtmatigheid dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol 

dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya 

perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatan. 

3. Tujuan dan Dasar Hukum Pengawasan 

Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan 

tugas pemerintahan, begitupun dalam pelaksanaan pembangunan, usaha atau 

proses lainnya agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain. 

Sedangkan pengawasan itu sendiri diadakan dengan maksud untuk: 



a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan  yang sama 

atau timbulnya kesalahan yang baru; 

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan; 

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; 

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning, yaitu standar. 

B. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya 

1. Pengertian limbah 

Berdasar pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan 

bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah 

buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun 

domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat 

dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu 

tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. 

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan 

tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika 

pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, 



maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah 

terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air 

limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga 

mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika 

terpaksa dibuang kebadan air di lingkungan. 

Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang 

mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk 

memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam 

memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air 

limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, 

diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat 

tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan 

tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka 

pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk 

membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. 

Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana 

kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self 

purification) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang 

harus didegradasi. 

2. Pengelompokan Limbah 

a. Limbah Cair 

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, 

berupa air beserta bahan-bahan buangan yang tercampur (tersuspensi) 



maupun terlarut dalam air. Limbah cair diklasifikasikan menjadi empat 

kelompok yaitu : 

1) Limbah cair domestik (domestic wastewater) yaitu limbah cair hasil 

buangan dari rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan 

sarana sejenis. Misalnya air deterjen sisa cucian, air sabun, tinja. 

2) Limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil 

buangan industri. Misalnya air sisa cucian daging, buah, sayur dari 

industri pengolahan makanan dan sisa pewarnaan kain/bahan dari 

industri tekstil. 

3) Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair yang 

berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan 

limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan 

permukaan. 

4) Air hujan (strom water), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air 

hujan di atas permukaan tanah. 

b. Limbah Padat 

Merupakan limbah yang terbanyak di lingkungan.Biasanya limbah 

padat disebut sebagai sampah. 

c. Limbah Gas 

Jenis limbah gas yang berada di udara terdiri dari bermacam-

macam senyawa kimia. 

d. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

Suatu   limbah   digolongkan   sebagai   Limbah   B3  apabila 

mengandung bahan berbahaya beracun yang sifat dan konsentrasinya  



baik   langsung  maupun  tidak   langsung  dapat merusak atau 

mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. 

Bahan yang termasuk Limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang 

berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa 

kemasan tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan 

penanganan khusus. 

3. Pengelolaan Limbah 

a. Pengendalian Pencemaran Air 

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

menjelaskan mengenai pengertian pencemaran air yaitu masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke 

dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke 

tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya. Angka 4 dari peraturan ini menjelaskan mengenai 

pengertian pengendalian pencemaran air yaitu upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air agar sesuai dengan baku mutu air. 

b. Pengendalian Pencemaran Udara 

Pengertian pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 angka 12 

UUPLH tentang pencemaran lingkungan yaitu pencemaran yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari 

pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan 

peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang 

mengeluarkan debu, gas dan awan panas. Menurut Peraturan Pemerintah 



Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran udara, pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi dan komponen lain ke dalam udara ambien 

oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat 

memenuhi fungsinya. 

c. Pengelolaan Limbah B3 

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyebutkan bahwa 

jenis limbah B3 berdasarkan sumbernya  yaitu: 

1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik 

2) Limbah B3 dari sumber spesifik 

3) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, 

dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. 

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan 

tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. 

Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara 

optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus 

diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan 

air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga 

mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman 

jika terpaksa dibuang kebadan air di lingkungan. 

 



C. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup 

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan 

hukum. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Tanggung jawab negara; 

1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 

masa depan. 

2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. 

3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 

daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

 



b. Kelestarian dan keberlanjutan 

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap 

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi 

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

c. Kelestarian dan keseimbangan 

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai 

aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial, budaya, dan perlindungan 

serta pelestarian ekosistem. 

d. Keterpaduan 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 

komponen terkait. 

e. Manfaat 

Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

f. Kehati-hatian 

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan 

merupakan alasan untuk menunda langkah- langkah meminimalisasi atau 

menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 



g. Keadilan 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik 

lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

h. Ekoregion 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 

geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

i. Keanekaragaman hayati 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, 

keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas 

sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama 

dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem. 

j. Pencemar membayar 

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib 

menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

k. Partisipatif 

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 



l. Kearifan lokal 

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 

masyarakat. 

m. Tata kelola pemerintah yang baik 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh 

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

n. Otonomi daerah 

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perlidungan dan pengelolaan ligkungan hidup di Indonesia pada 

umumnya mengandung  dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal 

tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu 

pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat ini landasan 

hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya 

dirumuskan mengenai Pengertian, Asas,Tujuan, dan Ruang Lingkup, 

Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan 

Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem 

Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, 



Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi 

Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan 

Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. 

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup antara lain  

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); 

2) Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); 

3) Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan; 

4) Lemahnya penegakan hukum lingkungan; 

5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup; 

6) Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. 

2. Peran Para Pihak dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki 

kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. 

a. Pemerintah 

Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan dan yang 

paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk 

merancang, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 

pembangunan lingkungan  yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah 

pusat telah menetapkan suatu kebijakan nasional tentang lingkungan hidup 

berupa aturan hukum nasional, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-



Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Disamping itu pemerintah pusat juga bertanggung 

jawab sebagai pengawas serta penegakan hukum lingkungan. 

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai 

peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Dengan 

adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien karena merantai 

pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek serta adanya rasa 

memiliki (sense of belonging) yang tinggi” (Lilin Budiati, 2012:8). Dalam 

lingkup pemerintahan daerah juga haus dibentuk suatu lembaga yang 

mengurusi lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan agar dalam 

koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin mudah. 

b. Masyarakat 

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahu 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap 

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses 

keadilan dalam memenuhi  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  

sehat. 

Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul dan/atau 

keberatan terhadap rencana  usaha  dan/atau  kegiatan yang diperkirakan 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Anggota 

masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya 



masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup atau korban pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup juga dapat melakukan pengaduan akibat 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut kepada 

kantor lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal 67 Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian 

fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

c. Pelaku usaha 

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai 

dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk: 

1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat 

waktu. 

2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 

3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkunganhidup. 

Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa “setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Damak Lingkungan)”. 

Dokumen AMDAL merupakan dasar keputusan kelayakan atau ketidak 

layakan lingkungan hidup yang ditetapkan berdasarkan penilaian Komisi 



Penilai AMDAL. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan 

bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)”. Sedangkan 

untuk setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan 

UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup. 

Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin 

lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan 

tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan 

apabila permohonan izin tidak  dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan 

UPL. 

 


